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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOILAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TEBO

bahwa untuk setiap orang berhak untuk hidup sejahtera,
hidup sehat dan mendapat lingkungan hidup yang baik;
bahwa air limbah domestik yang dibuang secara langsung
tanpa proses pengalzhan dapat membahayakan
kehidiupan biota di dalamnya, serta dapat membahayakan
kescshatan manusia, menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan, yang dapat memnurunkan derajat
kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;

bahwa pengelalaan air limbah domestik merupakan
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengeld@an Air limbah
Domestik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Noemor 54 Tahun 1999 tentang
Pemibantukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabhupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambashan Lemibaran Negara Republik
Indonesia Namor 3903), sebagaimana telah diubah dengan



Undang - Umndang Noemor 14 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembeamntukan Kabupaten Sarolangun, Kabuwpaten
Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lemnibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambashan Lemibaran Negara
Republik Indonesia Namor 3969);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pamibentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 13 Tahun 2022 tentang
Pearubahan Ketiua Atas Undang-Undang Namor 12 Tahun
2011 tentang Peambentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lemivaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambzhan Lamibharan Negara Republik
Indonesia Namor 6801);

. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Namor 3 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Ksbupaten
Tebo Noemor 3 Tahun 2007 tentang Rencana
Pemibangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2006 - 2026;

. Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerimtashan Daerah (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemibaran
Negara Republik Indonesia Namor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undiang Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketdlua
Atas Undang-Undlang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pamerimtshan Daerah (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambashan Lenibaran Negara
Indonesia Namor 5679);

. Undang-Undang Namor 30 Tahun 2014 tentang
Adimimistrasi Pemerimtzhan (Lanbaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2014 Namor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5601);



7. Undang-Undang Noemor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Namor 245, Tambshan Lemibaran Negara Republik
Indonesia Naemor 6573);

8. Paraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limibah Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Namor 456);

9. Peraturan Menmnteri Dalam Negeri Namor 80 Tahun 2015
tentang Pembemtukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noemor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menerti
Dalam Negeri Neamor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pemibentukan Prodiuk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noemor 157);



Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEILOILAAN AIR LIMBAH

DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kabhupaten Tebo;
Pemerimtah Dasrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi keweanangan daerah otonom,;
Bupati adalah Bupati Tebo;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya
discbut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerimtahan Daerah;
Air Limnbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk
tinja manusia dari lingkungan permukiman.
Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,
apartemen dan asrama.
Sistem Pengeldaan Air Limibah Domestik yang selanjutnya disingkat
SPALD, adalah serangkaian kegi@tan pengelalaan air limbah domestik
dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air
limbah domestik.
Penydlenggaraan SPALD adalah serangkaian kegistan merencanakan,
melaksanakan konstruksi, mengopearasikan, memelilnara, merehabilitasi,
memanfastkan, memberdayakan  masyarakat, memantau  dan
mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengeldaan Air Limibah Damestik
dalam medaksanakan pengembangan dan pengelodlaan prasarana dan
sarana untuk pelayanan air limbah domestik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem
pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di
lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan
sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengalkaihan Lumpur Tinja.

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem
pengelalaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari
sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengoalsinan Terpusat untuk diclah
sebelum dibuang ke badan air permukazan.

Instalasi Pengolzhan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah
instalasi pengol@han air limbah yang dirancang hanya menerima dan
mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengaldhan
Setempat.

Instalasi Pengalshan Air Limibah Domestik yang selanjutnya disingkat
IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah
domestik.

Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang
dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan
program pemerintah daerah.

Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur
pencemar yang ditenggang adanya dalam limibah cair untuk dibuang dari
satu jenis kegiatan tertentu.

Kelampok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai
kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang
sama.

Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan
pemdlilnaraan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat
berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan
usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan
pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2
Pengelal@an air limbah domestik berdasarkan pada asas:
tanggung jawab;
keterpadiuan,;
keberlanjutan,;
keadilan,;

P a0 o

kehati-hatian;



partisipatif}

manfaat;

kelestarian lingkungan hidup; dan
perlindungan sumber air.
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[
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Pasal 3

Pengeldla@an air limbah domestik bertujuan untuk:

a mengendalikan pembuangan air limbah domestik:

b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;

c. meningkatkan derajat keschatan masyarakat; dan

d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber
daya air

BAB II
SISTEM PENGEILOIAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Bagian Kesatu

SPALD
Pasal 4

Air limbah domestik terdiri dari:

a air limbah kakus (black wate¥); dan

b. air limbah non kakus (grey water).

Pasal 5

(1) SPALD terdiri dari:

a. SPALD-S dan

b. SPALD-T.
(2) Pemililhan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mempertimbangkan:

a kepadatan penduduk;

b. kedalaman muka air tanah;

c. permeabilitas tanah;

d. kemiringan tanah; dan

e kemampuan pembiayaan.



Bagian Kedlua
SPALD-S
Pasal 6

Kamponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a
b.

C.

D
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Sub-sistem Pengalahan Setempat;
Sub-sistem Pengamgikutan; dan
Sub-sistem Pengalishan Lumpar Tinja.

Pasal 7

Sub-sistem Pengalzhan Setempat sebagainmana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan
mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
Sub-sistem Pengalshan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdlasarkan kapasitas pengolzhan terdiri atas:
a. skalaindividlual; dan
b. skala komunal.
Skala individiual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
Skala kamunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diperantukkan:
a 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan [atau

bangunan; dan/ atau
b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 8
Sub-sistem Pengangjkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
merupakan sarana untuk memindishkan lumpur tinja dari Sub-sistem

Pengalisihan Setempat ke Sub-sistem Pengallsihan Lumpur Tinja.

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan

pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot
lumpur tinja.

Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal
khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
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Pasal 9
Sub-sistem Pengalahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur
tinja berupa IPLT.
IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana
dan sarana sebagai berikut:
a prasarana utama;, dan
b. prasarana dan sarana pendukung.
Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Unit penyaringan secara mekanik atau manual:
b. Unit ekualisasi;
Unit pemekatan;
Unit stabilisasi;
Unit pengeringan lumpur; dan/atau
Unit pentrosesan lumpur kering
Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, meliputi:
a. platform (dumping station);

e oA

b. kantor:

c. gudang dan bengkel kerja;

d. laboratorium

e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan
inspeksi;
sumur pantau,

. fasilitas air bersih;

. alat pemedilharaan;

. peralatan kesclamatan dan keschatan kerja (K3);

oo ™

e

j- posjaga;

k. pagar pemibatas;
L. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga;, dan/atau
n. sumber energi listrik.

Pasal 10
Lumpur tinja hasil pengelzhan di Sub-sistem Pengadlshan Setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disedot, diangkut, dibuang,
dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.



(2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus
memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3 Ketemtuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 11
Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dintaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
hurut b, meliputi:
a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

Pasal 12

(1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal
layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima
puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3 Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 huruff ¢, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah
susun.

Pasal 13

(1) Rumah dan/atau bangunan barn yang berada dalam cakupan pelayanan
SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun,
harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan
pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah
terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang
berlaku.

Pasal 14
Kamponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
terdiri dari:



a Sub-sistem Pelayanan,;
Sub-sistem Pengumpulan; dan
C. Sub-sistem Pengdldhan Terpusat.

o

Pasal 15

(1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah
domestik dari sumber melalui perplpmn ke Sub-sistem Pengumpulan.

(2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaintana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b,
merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah
domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem
Pengpalzhan Terpusat.

(3) Sub-sistem Pengalzhan Terpusat sebagainana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah
domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Peayanan dan

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 16
Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengalzhan Terpusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa IPALD meliputi:
a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau

b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau
skala kawasan tertentu.

Pasal 17
(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
a prasarana utama;, dan
b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaintana dimaksud pada
ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengalshan lumpur, maka lumpur
yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai
bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18
Air hasil olzhan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus
memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang- undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD
Pasal 19
Penydenggaraan SPALD meliputi:
a perencanaan;
b. konmstruksi;
C. pengoperasian, pemdilnaraan, dan rehabilitasi: dan
d. pemanfaatan.
Bagian Kesatu
Pearencanaan
Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

a
b.
c.

(1)

rencana induk;
studi kelayakan; dan
perencanaan teknik terinci.

Pasal 21

Remcana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,
ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat
dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Remcana Induk SPALD diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 22
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun
berdasarkan rencana induk SPALD.
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdiasarkan:
a. kajian teknis;
b. kajian keuangan;
c. kajian ekonomi; dan
d. kajian lingkungan.

Pasal 23
Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf



(2)

c, terdiri atas:
a. dokumen laporan utama; dan
b. dokumen lampiran
Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuiat :
a. perencanaan pola penanganan SPALD!
b. perencanaan komponen SPALD; dan
C. perencanaan komstruksi.
Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
sedikit menmuat:
a. laporan hasil penyelidikan tanah:
b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah:
c. laporan hasil survei topografi:
d. laporan hasil pemerikszan kualitas air limbah
domestik dan badan air permukaan:
e. perhitungan desain;
f. perhitungan komstruksi:
9. gambar teknik;
h. spesifikasi teknik;
i. Remcana Anggaran Biaya (RAB);
j. perkiraan biaya operasi dan pemeilharaan:
k. dokumen lelang; dan
1. Standar Operasional Prosedur (SOP).
Peremcanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan
disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
menyelengigarakan SPALD.

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan
dengan mengacu pada horma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kediua

Kansgtruksi
Pasal 25

(1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:

a. persiapan kanstruksi;
b. pelaksanaan kamstruksi: dan



C. Uji coba sistem.

(2) Peleksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memperhatikan paling sedikit:

a Rencana Mutu Kantrak / Kegjietan (RMK);

b. Sistem Manajemen Limgjkungan;

C. Sistem Manajemen Kesdkamatan dan Kesshatan Kerja (SMK); dan
d. metode kamstruksi berkelanjutan.

Pasal 26

Pelzksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1)

dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan

perundang- undangan.

(1)

(2)

(3

Bagian Ketiga
Pengoparasian, Pemedilinaraan, dan Rehabilitasi
Pasal 27
Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan
komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
Pemelilharaan SPALD merupakan kegjiatan perawatan komiponen SPALD-S
dan SPALD -T secara rutin dan/atau berkala.
Rehabilitasi SPALD merupakan kegi@tan perbaikan fisik/ penggantian
sebagian atau keseturuhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S
dan SPALD-T.

Pasal 28

Pengoperasian, pemelilnaraan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung
jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar
Operasional Prosadiur pengelolaan SPALD.

Pezksanaan pengoperasian, pemeiliaraan, dan rehabilitasi SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
a. Sistem Manajemen Limgkungan; dan

b. Sistem Manajemen Kesskamatan dan Kessdhatan Kerja (SMK)

Pasal 29
Pengoperasian, pemelilnaraan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
a pengoparasian, pemeilaraan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
b. pengoperasian, pemeilnaraan, dan rehabilitasi SPALD-T



(2) Pengoperasian, pemedilharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagai mana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sub-sistem Pengalshan Setempat;
b. Sub-Sistem Pengangkutan; dan
c. Sub-sistem Pengalzhan Lumpur Tinja.
(3 Pengoperasian, pemelilnaraan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub-sistem Peay:anan;
b. Sub-Sistem Pengumpulan; dan
C. Sub-sistem Pengalshan Terpusat.

Pasal 30

(1) Pengoperasian, pemselitnaraan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem
Pengalkdhan Setempat skala individiual sebagaintana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individiu.

(1) Pengoperasian, pemsdilnarzan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem
Pengalshan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

(2) Pengoperasian, pemelilnaraan, dan rehabilitasi SPALD-S  Sub-sistem
Pengiangikutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b,
dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja

(3) Pengoperasian, pemeiinaraan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem
Pengaldhan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
huruf ¢, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

(1) Pengoperasian, pemelilnaraan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem
Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a,
dilaksanakan oleh individiu dan/atau operator SPALD-T.

(2) Pengoperasian, pemselilnaraan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem
Pengumipulan dan Sub-sistem Pengalzhan Terpusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf ¢, dileksanakan oleh
operator SPALD-T.



Bagian Keampat

Pemanfastan
Pasal 32
(1) Hasil pengolzhan air limbah domestik dapat berbentuk:
a. cairan:
b. padatan; dan/atau
C. gas.

(2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
(3 Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 33

Pemerimtah Daerah bertugas:

a menyusun rencana SPALD secara menyeturuh;

b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;

c. meaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan
dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat:

d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai
upaya pengendalian dalam pengalzhan, dan pemanfaatan SPALD:

€. menetapkan standar pelayanan minimal pengeldlaan air limbah domestik.

Bagian Kediua
Wewsnang
Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang:

a menetapkan kebijakan dan strategi SPALD Secara Menychuruh:;

b. melsksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan
tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerimtah:

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelol@an air limbah



domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan /atau operator air
limbah domestik;

melzksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik,
kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/ kota
dalam pengelalaan air limbah domestik: dan

menyusun dan menyeenggarakan sistem tanggap darurat dalam
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BABY
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 35

Dalam kegji@tan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:
a mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari

b.

pencemaran air limbah domestik:

mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang
layak dari pemerimtah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung
jawab;

mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air
limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

Bagian Ketiua
Kewgjiithan

Pasal 36

Setiap orang berkewajiban untuk:

a

mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau
SPALD- T;

melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan
terjadwal bagi yang menggumakan SPALD-S skala individiual.



Pasal 37
(1) Setiap orang atau Badian sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab
SPALD-S skala kommunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke
IPLT secara berkala dan terjadwal.
(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab
SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang
diatur dalam perundang-undangan yang berlaku:
b.membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air
limbah domestik; dan
c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara
periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Hasil pemerikszan kualitas air limbah domestik sebagaintana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang
bertanggung jawab di bidang pengeldl@aan air limbah domestik.

Pasal 38

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab
SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib
memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang
bertanggung jawab di bidang pengelal@an air limbah untuk memasuki
lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegjiatan
petugas tersebut.

(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab
SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib
memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis,
apabila diminta oleh petugas.

BAB VI
Pasal 39

Kelemnibhagaan

(1) Penydenmggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.

(2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk:
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kainupaten Tebo
b. Dimas Limgjkungan Hidiup dan Perhubungan



BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 40
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
a berperan serta dalam proses perencanaan pengelal@an air limbah
domestik;
b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolshan air limbah
domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini:
C. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu
terkait dengan pengolzian air limbah domestik:
d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan
pengelolaan air limbah domestik; dan
e melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya
pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai
ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil
pembuangan air limbah domestik.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 41
Pemerintah Daerah dapat bekerj@asama dalam penyelenggaran SPALD dengan :
a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
b. badan usaha; dan
€. kelompok masyarakat.

Pasal 42
(1) Kefjssama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dituangkan dalam
sebuah perjanjian kerjasama.
(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kerj@asama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan pada
kegiztan antara lain :

a. penyedotan lumpur tinja;
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pengangkutan lumpur tinja;
pengolzhan lumpur tinja; dan
pengalahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX
PENMBIRAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendiapatan dan Belanja Negara;
b. Amggaran Pendiapatan dan Belanja Provinsi:
Cc. Amggaran Pendiapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi,
pengoperasian dan pemedilinaraan.
Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan
yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada
kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 45
Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB XI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 46
(1) Pemerimtah Daerah melakukan pengawasan penyelenggiaraan SPALD

dengan cara:
a pemantauan;
b. evaluasi; dan
€. pelaporan

(2) Pemamtauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dilsksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi
mengenai:

a. kinefjateknis;
b. kinetja non teknis; dan
c. kondisi lingkungan.

(3 Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dileksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan,
baik bersifat teknis maupun non teknis.

(4 Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dinmaksud pada ayat (1)
huruf’ ¢, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggraraan SPALD
kepada Bupati.

(5) Penyelenggra SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

(6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air
limbah domestik.

BAB XII
PERBUATAN YANG LARANGAN
Pasal 47
Setiap orang atau Badan dilarang
a melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik
terpusat tanpa izin;
b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat
atau instalasi pengalahan air limbah domestik setempat;
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(2)

membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat
menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus
yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah
domestik terpusat atau instalasi pengdlshan air limbah domestik
setempat;

membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air
limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik
setempat;

menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa
izin;

mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

BAB XIII
SANKSI ADMINISTIRANE

Pasal 48
Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, dikenakan sanksi administratiif.
Sanksi administratiif sebagimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a teguran lisan;
b. teguran tertulis;
penghentian sementara kegjiatan;
penghentian tetap kegjiatan;
pencabutan sementara izin;
pencabutan tetap izin; dan
denda administrattif.
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BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49
Selain Penyidik Pegjabat Kepolisan Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah
ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Weweanang penyidik sebagaintana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau



laporan berkenaan dengan tindak pidana:

b.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat:

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

9. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h.mengadiakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada Panuntut Umum, tersangka atau
keluarganya; dan

i. mengadiakan tindakan lain memurut hokum yang dapat
dipertanggungjawabkan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberitshukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Pemuntut Umum melalui Pejabat Kepolisia Negara
Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

(1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47, diancam pidiana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja membuang lumpur tinja

tanpa diolah sehingga menggakibatkan pencemaran lingkungan dipidiana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagainana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agax setiap orang mengetahuinya, memearimtahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemibaran Daerah Kabupaten.

Ditietapkan di Muara Tebo

padatanggal 5- 9° 2023
‘f’ Pj. BUPATI TEBO,

,
D

BARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN Z922NOMOR ..L.
REG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN / PROVINSI JAMBI)
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PENJEILASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR .E.
TENTANG
PENGEILOILAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerimtah wajib
mengupayakanlingkungan hidup yang baik dan sechat bagi seluruh
masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kebupaten Tebo yang
diiringi dengan bertambahnya pusat-pusat permukiman, terutama di
wilayah perkotaan, memberikan dampak yang sangat serius terhadap
penurunan daya dukung lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air
limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan
konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada
peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah domestic tanpa
melalui proses pengdahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran
lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air
baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peamarimtahan
Daerah, Pengelaaan Air Limihash termasuk urusan wajib di dalam
penyelenggaraan pemerimtahan. Pengelolaan Air Limibah Domestik
merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasr,
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Namor 23 Tahun 2014. Dengan dasar tersebut, untuk memberikan arah,
landasan dan kepastian hokum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan
pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Tebo, maka perlu
pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestic agar dapat
mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi
melestarikan lingkungan hidup melalui pengelaaan air limbah domestik.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huaruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa
Pemerimtah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpadiuan” adalah bahwa
perlindungan dan pengelalaan lingkungan hidup dilakukan
dengan memadiukan berbagai unsur atau menyinergikan




berbagai komponen terkait.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa
setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab
terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya
dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian
daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas
lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi
muatan dalam peraturan daecrah harusmencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara baik
lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huaruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetaiuan
dan teknologi bukan merupakan alas an untuk menunda
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipati” adalah bahwa
setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif
dalam proses pengambilan keputusan dan peaksanaan
perlindungan dan pengelal@an lingkungan hidiup baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala
usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestic yang
dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan
hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air”
adalah

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik
atau manual, unit ekualisasi, unti pemekatan, unit stabilisasi,
unit pengeringan umpur, dan/atau unit pemresesan lumpur
kering.

Huruf b

Pasal 10

Prasaranan dan sarana pendukung meliputi platform (dumping
station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium,
infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan
jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat
pemdilnaraan, peralatan Kesdamstan dan Kesshatan Ketja

(K3), pos jaga, pagar pemibatas, pipa pembuangan, tanaman
penyangga;, dan/atau sumber energi listrik.

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pelayanan terdiri atas pipa
tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari
dapur, pipa persil, bak control, dan lubang inspeksi.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengumpulan terdiri atas
pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana
pelengkap. Prasarana dan sarana pelengkap antara lain



lubang

kontrol, bangunan penggelontor, terminal

pembersihan, pipa perlintasan dan stasiun ponpa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17

Ayat (1)

Haruf a

Prasarana utama meliputi bangunan pegalzhan air
limbah, bangunan pengolshan lumpur, perlatan
mekanikal dan elektrikal, dan/atau unti pemrosesan
lumpur kering.

Huaruf b

Ayat (2)
Cukup
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)

Prasarana dan sarana pendukung meliputi gedung
kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja,
infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan
operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas
air bersih, alat pemdilharaan, peralatan Kesdamatan
dan Kesdnatan Kexrja (K3), pos jaga, pagar pembatas,
pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau
sumber energi listrik.

jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:
1. Rencana teknik operasional SPALD:
2. K&éhutuhan lahan;

3. Kednutuhan air dan energy;



4. Kehutuhan prasana dan sarana;

5. Pengoperasian dan pemeilharaan;

6. Umur teknis, dan

7. Ke&hutuhan sumber daya manusia.
Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

1. Periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period-
PBS);

2. Nilai kewangan kini bersih (Fimancial Met Present
Value FNPV);

3. Laju pengembalian keuangan internal (Financial
Internal Rate of RetummFIRR).

Huruf ¢
Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

1. Nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost
Ratio-ECBR);

2. Nisbah ekonomi kini bersih (Economic Net Present
Value ENPV); dan

3. Laju pengembalian ekonomi internal (Economic
Internal Rate of RetummEIRR.

Huruf d
Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko
Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Dakumen laporan utama memuiat:
1. Perencanaan pola penanganan SPALD:;
2. Perencanaan komponen SPALD:dan
3. Perencanaan konstruksi.
Huruf b
Dakumen lampiran paling sedikit memuat:
1. Laporan hasil penyelidikan tanah;
Laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
Laparan hasil sutvey topografi;

Laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah
domestic dan badan air permukaan;

Perhitungan desain;
Perhitungan konstruksi,;
Gambar teknik;
Spesifikasi teknik;

AW
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9. Rencana Amggyaran Biaya (RAB);
10. Perkiraan biaya operasi dan pemeilharaan
11. Dokumen lelang;, dan
12. Standar Operasional Prosadiar (SOP).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huaruf a
Cukup jelas
Huaruf b
“Pengopearasian” Sub-sistem Pengangikutan meliputi
kegiatan:
1. Penyediotan lumpur tinja;
2. Pengangjkutan lumpur tinja; dan
3. Pembuangan lumpur tinja
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas



Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53



Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO.



